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ABSTRAK 

Keadilan restoratif pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk 

menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam 

mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku 

tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati 

oleh para pihak. khususnya mengenai keadilan restoratif terhadap penyalahgunaan 

narkotika. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan dasar hukum 

kewenangan Jaksa dalam melakukan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika berdasarkan keadilan restoratif, dan untuk mengetahui dan menjelaskan 

akibat hukum dari kewenangan Jaksa dalam penyelesaian tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika berdasarkan keadilan restoratif. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan hukum normatif, dan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari 

penelitian ini adalah kewenangan Jaksa dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika dengan menggunakan keadilan restoratif didasari dengan dasar Pedoman 

Jaksa Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Melalui 

Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas 

Dominus Litis Jaksa, dan Kejaksaan Negeri Lamongan menyelesaikan kasus tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelaku atas nama M. Farid 

dengan menggunakan keadilan restoratif dikarenakan pelaku telah memenuhi syarat 

untuk diberikan keadilan restoratif berupa rehabilitasi. 

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Kewenangan Jaksa, Penyalahguna Narkotika 
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ABSTRACT 

Restorative justice in principle is an approach used to solve problems outside the 

court with mediation or deliberation in achieving a justice expected by the parties, 

namely, among others, the perpetrators of criminal acts and victims of criminal acts 

to find the best solution agreed upon by the parties, especially regarding restorative 

justice for narcotics abuse. The purpose of this study is to determine and explain the 

legal basis of the Prosecutor's authority in resolving criminal acts of narcotics abuse 

based on restorative justice, and to determine and explain the legal consequences of 

the Prosecutor's authority in resolving criminal acts of narcotics abuse based on 

restorative justice. The method used in this research is using normative law, and using 

statutory, conceptual, and case approaches. The results of this study are the authority 

of the prosecutor in cases of criminal acts of narcotics abuse using restorative justice 

based on the basis of Prosecutor Guidelines Number 18 of 2021 concerning 

Completion of Case Handling through Rehabilitation with a Restorative Justice 

Approach as an Implementation of the Dominus Litis Principle of the Prosecutor, and 

the Lamongan District Attorney's Office resolved the case of a criminal act of 

narcotics abuse committed by the perpetrator on behalf of M. Farid using restorative 

justice because the perpetrator had met the requirements to be given restorative 

justice. 

Keywords: Restorative Justice, Prosecutor's Authority, Narcotics Abuse  
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